BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis menyampaikan seluruh ketetapan penelitian,

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meskipun secara administrasi persyaratan guna pembuatan
sertifikat hak milik sudah lengkap, namun objek yang
digunakan adalah tanah wakaf yang hanya diikrarkan,
sehingga transformasi status tanah wakaf menjadi tanah hak
milik menurut penulis kurang tepat karena tidak sesuai dengan

pengertian dan penggunaan tanah wakaf.

2. Dari perspektif Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten
Kediri, transformasi status tanah wakaf No. 64 Desa
Kambingan menjadi tanah sertifikat hak milik tidak
diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transformasi tersebut tidak
digunakan guna prioritas umum, melainkan guna prioritas
pribadi, dan tata cara yang diterapkan dalam transformasi
status tanah wakaf No. 64 Desa Kambingan Kecamatan Pagu
Kabupaten Kediri menjadi tanah sertifikat hak milik tidak
sistematis, dan dasar pertimbangannya tidak mewujudkan
persyaratan serta ketentuan yang berlaku dalam perundang-

undangan tentang wakaf.

91



B. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan di Desa Kambingan
Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, peneliti memberikan

beberapa saran sebagai berikut

1. Disarankan agar nadzir yang sudah lanjut usia atau kurang
memahami mengenai wakaf segera digantikan dengan
individu yang lebih kompeten. Hal ini akan meningkatkan
kelancaran dan keoptimalan proses perwakafan di Desa

Kambingan Kecamatan Pagu.

2. Penting untuk melakukan penyuluhan tentang hukum
perwakafan di Kabupaten Kediri, khususnya di Desa
Kambingan, yang dapat difasilitasi oleh Badan Wakaf

Indonesia (BWI) Kabupaten Kediri.

3. Nadzir tanah wakaf No. 64 Desa Kambingan sebaiknya
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan harta benda
wakaf dengan mengumumkan perkembangan terkini terkait
tanah wakaf pada saat sebelum sholat Jum’at di masjid

setempat.

4. Perubahan status tanah wakaf No. 64 dan No. 65 tidak
memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga nadzir dapat
mempertimbangkan untuk menjadikan tanah wakaf tersebut

sebagai tanah wakaf produktif atau mengajukan kembali
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permohonan transformasi peruntukan tanah wakaf kepada

Menteri Agama RI.

5. Ketika transformasi status tanah wakaf No. 64 dan No. 65
memperoleh persetujuan dari Menteri Agama RI, nadzir
diharapkan dapat melaksanakan skema kerja yang telah
diajukan dalam permohonan transformasi tanah wakaf

tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt. yang telah memberikan
taufiq, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis berhasil
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan
shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah
menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Penulis menyadari
bahwa meskipun segala usaha dan kemampuan telah dicurahkan,
masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari
berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat,
terutama bagi penulis sendiri dan secara umum bagi para

pembacanya. Amin ya rabbal alamin.
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